
[1] 

 

   

 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 37 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENEGASAN STATUS HUKUM KEPENGURUSAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT YANG TELAH BERAKHIR MASA TUGASNYA 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : a.  bahwa Kebijakan Daerah terhadap Lembaga Kemasyarakatan 

Kelurahan, khususnya pada Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat (LPM) diantaranya adalah pengaturan kelembagaan 

dan kepengurusan LPM di tingkat Kelurahan melalui Peraturan 

Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2001 tentang Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat, dimana keberadaan lembaga 

tersebut memiliki peranan penting membantu tugas Lurah 

dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan 

pemberdayaan masyarakat;   

  b. bahwa dalam perkembangannya Peraturan Daerah Kota 

Probolinggo Nomor 7 Tahun 2001 tentang Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan 

hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan perlu dilakukan 

penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan yang lebih tinggi, sehingga atas hal tersebut Walikota 

dan DPRD telah selesai melakukan pembahasan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan 

pada Masa Sidang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 

tahun 2017, namun belum dapat dilakukan pengundangan 

karena masih terdapat prosedur hukum dari Gubernur selaku 

wakil pemerintah pusat di Daerah yang harus dipenuhi sebagai 

syarat keabsahan pengundangan Peraturan Daerah;  
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  c.  bahwa dalam kenyataannya Kepengurusan LPM yang 

mekanismenya dipilih dari dan oleh masyarakat secara 

demokratis pada setiap tingkatan Kelurahan belum dapat 

terlaksana, sehingga Kepengurusan LPM yang telah ditetapkan 

dengan Keputusan Walikota Probolingggo sebagai instrumen 

hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi Pengurus LPM 

telah berakhir;  

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, huruf b dan huruf c akan berimplikasi terhadap status 

hukum Kepengurusan LPM, dan baik secara langsung maupun 

tidak Pemerintah Daerah menghadapi persoalan konkret yang 

apabila tidak diatasi akan berdampak negatif terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan, terjadi kekosongan hukum, 

ketiadaan kepastian hukum serta terjadinya stagnasi 

pemerintahan yang tidak dapat dihindari, sehingga hal yang 

demikian ini dipandang perlu untuk diberikan penguatan 

aturan hukum dengan Peraturan Walikota;    

 

Mengingat : 1.    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601);  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 

Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4588);  
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4826); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 

Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 

tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan 

Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 

tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan 

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa 

Timur; 

11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2001 

tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2001 Nomor 7); 

12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENEGASAN STATUS HUKUM 

KEPENGURUSAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

YANG TELAH BERAKHIR MASA TUGASNYA. 

 

Pasal 1  

Dengan ditetapkan Peraturan Walikota ini, status hukum terhadap Kepengurusan 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di setiap tingkatan Kelurahan yang telah 

berakhir dilakukan perpanjangan. 
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Pasal 2 

Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 

1 tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Kepengurusan yang 

baru menurut ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai 

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan. 

 

Pasal 3  

Segala akibat hukum yang ditimbulkan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku,  

diakui sah keberadaannya menurut hukum sepanjang tidak ditentukan lain 

dengan Peraturan Walikota ini. 

 

Pasal 4 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 

Ditetapkan di  Probolinggo 

pada tanggal   14   Maret   2018 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

R U K M I N I 

 

Diundangkan di  Probolinggo 

pada tanggal       14   Maret   2018 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

BAMBANG AGUS SUWIGNYO 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 37 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum 

NIP. 19680108 199403 2 014 
 

 


